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BAB IV 

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP SISTEM PEMILIHAN PIMPINAN 

DPR RI DALAM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, 

DPR, DPD, DAN DPRD 

 

A. Analisis Terhadap Sistem Pemilihan Pimpinan DPR RI Menurut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 

 

Sistem pemilihan Pimpinan DPR melalui sistem paket secara tidak 

langsung mencederai rasa demokrasi yang telah dibangun sejak era Orde Lama 

sampai era Reformasi. Pada masa reformasi setiap warga negara diberikan 

kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat di ruang publik. Akan 

tetapi dengan adanya sistem paket dalam menentukan pimpinan MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD yang baru, secara tidak langsung tidak memberikan kebebasan 

kepada anggota legislatif untuk menetukan pimpinannya berdasarkan 

kehendaknya sendiri. Dimana dalam sistem paket ini pimpinan DPR dipilih 

dalam satu paket 1 ketua dan 4 wakil dari masing-masing fraksi.  

Belajar dari perkembangan sejarah panjang bangsa ini, Indonesia 

setidaknya telah melalui empat proses atau tahapan demokratiasasinya melalui 

beberapa versi. Pertama adalah demokrasi liberal di masa kemerdekaan. Kedua 

adalah demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai 

sejak rezim Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi dalam era Reformasi 

yang hingga saat ini masih dalam masa transisi. Adanya pemilihan umum yang 
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diikuti oleh banyak partai politik dan pemilihan Presiden secara langsung 

merupakan bagian dari tahapan kemajuan demokratisasi di Indonesia. 
1
 

Kebebasan dipandang sebagai hak dasar dalam kehidupan manusia baik 

untuk hidup, bertindak, dan tak tekecuali hak untuk berpolitik. Hal demikian 

seharusnya dapat melindungi hak-hak Konstitusional setiap anggota DPR untuk 

dapat mengajukan diri baik memilih maupun dipilih, hal seperti ini 

bertentangan dengan UUD 1945, dimana setiap orang mempunyai hak yang 

sama dimata hukum untuk dipilih dan memilih. Hal seperti ini telah mencederai 

rasa keadilan dalam institusi legislatif tersebut, yang mempunyai kewenangan 

penuh dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang sampai menjadi 

suatu Undang-Undang. Bila kita melihat ke Undang-Undang sebelumnya yang 

berhak menjadi pimpinan DPR adalah partai pemenang pemilu legislatif. Tetapi 

dalam undang-undang yang sekarang pimpinan dipilih dari koalisi yang 

fraksinya terbanyak sehingga mendulang suara terbanyak dan mendapatkan 

kemenangan.  

Walaupun tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar yang 

menyebutkan bahwa pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih DPRD, bukan untuk memilih 

pimpinan DPR.
2
 Tidak ada tata cara pemilihan pimpinan DPR, susunan DPR 

                                                           
1
 O.C. Kaligis & Associates, Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid II, cet. ke-1, 

(Bandung: PT Alumni, 2009), 5 
2
 Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 
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diatur dengan Undang-undang.
3
 Maka tidak mengherankan cara pemilihan 

pimpinan DPR cukup beragam baik sebelum dan sesudah UUD 1945. 

Penentuan pimpinan DPR dilakukan dengan cara pemilihan dari dan oleh 

anggota.  

Secara prosedur UU MD3 telah sesuai dengan UUD 1945, tetapi UU 

MD3 mengalami Pro dan Kontra sejak awal disahkannya oleh DPR RI pada 

Selasa 8 Juli 2014. Jelang pengesahan UU tersebut bahkan diwarnai dengan 

walk-out oleh sejumlah fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat Indonesia 

Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pemenang legislatif, Fraksi Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

yang merupakan Partai Koalisi Indoesia Hebat (KIH). Menurut pasal 82 UU 

nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan DPR 

beraal dari Partai Politik yang memperoleh urutan kursi terbanyak di DPR.
4
  

Perubahan Ketuntuan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 serta 

pembahasanya melanggar Prosedur Pembuatan Undang-Undang sebagaimana 

yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan 

peraturan Perundang-undangan dan Tata tertib DPR Pasal 142 ayat (4) 

disamping itu juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 

                                                           
3
 Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 

4
 Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. 
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Tahun 2011, Terutama asas ‚Keterbukaan‛.
5
 Bahwasanya materi final muatan 

Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tidak berasal dari ‚Naskah Akademik‛ 

yang seharusnya diajukan di awal pembahasan antara DPR dan disampaikan 

Kepada Pemerintah. 

Panitia Khusus (Pansus) DPR pada saat itu tidak dapat menyepakati 

untuk membicarakan usulan masuknya Perubahan Pimpinan DPR dalam 

perubahan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (MD3), Tetapi 

Pimpinan pansus tetap melakukan pembahasan perubahan Pasal 82 UU Nomor 

27 Tahun 2009 diluar Panitia kerja (Panja) bahwasanya rapat panja tersebut 

belum membahas mengenai perubahan pimpinan DPR pada tanggal 30 Juni 

tersebut, kemudian terjadi kejanggalan pada rapat kerja pansus RUU MD3 

dengan pemerintah, pada tanggal 7 juli 2014, sudah dimunculkan alternatif-

alternatif Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR, pada hal panja belum pernah 

membicarakan apalagi menyetujui masuknya Pasal 82 Kedalam revisi RUU 

MPR, DPR, DPD dan DPRD, (MD3) pada hakikatnya RUU MD3 tidak 

memenuhi syarat disebut sebagai RUU baru sebagaimana yang diatur 

persyaratanya sesuai angka 237 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam 

ketentuan pasal ini bahwasanya
6
: 

a. Sistematikanya tidak berubah karena sistematika rancangan ini tetap sama 

dengan UU MD3, 

                                                           
5
 Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. 

6
 Angka 237 lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011. 
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b. Materi perubahanya tidak berubah lebih dari 50% yang di buktikan dari 408 

Pasal dalam UU MD3 yang mengalami perubahan hanya sejumlah 112 

(27,45%) 

c. Secara esensinya tidak berubah menginggat secara substansi Rancangan 

Undang-Undang ini tetap membuat pengaturan menuju terhujudnya lembaga 

Pemusyawaratan/Perwakilan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang 

demokratis, efektif da akuntabel sebagaimana esensi yang ada dalam UU 

MD3. 

 

Dalam Proses pembuatan dan pengesahan Perubahan Pasal 82 UU Nomor 

27 Tahun 2009 menjadi Pasal 84 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam 

ketentuan perubahan ini adanya suatu pemaksaan untuk menghadirkan pasal 

tanpa melakukan tersebut tanpa didahului melalui studi dalam Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

(RUU MD3) pada hakikatnya materi muatan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 

2014 bertentangan dengan UU 12 Tahun 2011 karena tidak mengandung azas 

keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan 

kepastian hukum,
7
 yang mana telah menghilangkan hak-hak konstitusional 

setiap anggota DPR untuk dipilih dan memilih dan disamping itu juga atau 

perubahan Pasal 82 menjadi Pasal 84 tidak mencerminkan nilai-nilai 

kemaslahatan yang di timbulkan, sehingga terjadinya dualisme kepemimpinan 

didalam tubuh perlemen itu sendiri antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 

dengan Koalisi Merah Putih dan berimbas juga terhadap situasi perpolitikan di 

daerah, dalam situasi ini yang dirugikan adalah partai pemenang pemilu, 

sekalipun dia telah menjadi partai pemenang pemilu, tetapi dengan adanya 

                                                           
7
 Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. 
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perubahan Pasal 82 UU Nomor 27 tahun 2009 dengan Pasal 84 UU Nomor 17 

Tahun 2014. 

Secara sosiologis, Pemilih memberikan suara dalam pemilu legislatif 

dengan harapan partai politik yang dipilihnya menjadi pemenang, bila partai 

politik yang dipilihnya menjadi ketua DPR. Sedangkan dari segi politik hukum, 

pembuatan UU pemilu harus sejalan dengan UU MD3, UU Pemilu legislatif 

menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan 

tentunya mengharapkan jaminan hak konstitusional terkait perolehan suara dan 

kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara, yakni jaminan untuk 

memimpin parlemen sebagai ketua DPR bagi partai politik peraih suara menjadi 

jaminan untuk memimpin parlemen sebagai ketua DPR bagi partai politik yang 

meraih kursi terbanyak pertama di DPR. 

Dalam ketentuan proses pembentukanya UU Nomor 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prosedur 

pembentukan peraturan perundang-undangan, Menurut dua Hakim Konstitusi 

diantaranya Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati berpendapat berbeda 

mengenai UU MD3 yang menimbulkan polemik tersebut, bahwasanya sejak 

lahirnya UU MD3 mengalami cacat baik secara formil pembentukan maupun 

secara materi muatannya. Menurut Arief dalam konteks formil dan materiil UU 

MD3 yang mempermasalakan Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam 

ketentuan Pasal 84, Para anggota dewan bersepakat dalam pembentukan 
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Undang-Undang bahwa Mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan 

pimpinan DPR dengan cara pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan 

pada perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain ada perubahan Mekanisme 

pemilihan dari sistem urutan berdasarkan perolehan kursi ke dalam sistem 

pemilihan oleh anggota. Arief menilai mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan 

alat kelengkapan lainya yang selalu berubah seiring bergantingya rezim yang 

berkuasa sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahwasanya 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas 

ketertiban dan kepastian hukum.
8
 Mekanisme dalam proses pemilihan pimpinan 

DPR yang selalu berubah telah melanggar asas kepastian hukum,
9
karena tidak 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dan di samping itu 

juga telah mencerabut hak-hak konstitusional setiap anggota DPR itu sendiri 

dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 

legislatif 2014. Seharusnya DPR sebagai lembaga negara yang memiliki 

kekuasaan dalam proses pembentukan UU yang terkait dengan kelembagaan, 

kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama halnya seperti Mahkamah 

Konstitusi yang tidak dapat menghindarkan dirinya untuk memeriksa pengujian 

Undang-undang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari 

conflick of interest dan tetap menjaga asas nemo judex indoneus in probria 

(tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), di samping 

                                                           
8
 Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011. 

9
 Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. 
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itu juga dalam proses pembentukan undangundang ini belum mengakomodir 

materi muatan tentang kewenagan DPR sebagaimana yang diputuskan oleh 

mahkamah dalam putusan tersebut.
10

 

Menurut Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati Hakim Konstitusi bahwa 

UU MD3 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 84 tidak 

perna masuk dalam daftar inventarisasi Masalah (DIM) perubahan pada tanggal 

30 Juni 2014 setelah di ketahui komposisi hasil pemilu, dengan demikian, 

dikaitkan dengan Pasal 1 (3) 1945, produk hukum tersebut dibentuk tidak 

berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentinga politis semata, setelah 

diketahui Pasangan Prabowo dan Hatta kalah dalam Kontestasi pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden sehingga adanya inisiatif dari koalisi Merah Putih 

(KMP) Untuk merubah Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan Pasal 84 

UU Nomor 17 Tahun 2014 pada hakikatnya tidak ada suatu keperluan 

mendesak dalam perlunya untuk merubah Pasal 82 menjadi Pasal 84, apalagi 

dalam DIM sebelumnya serta dalam naska akademik tidak pernah ada 

pembahasan mengenai hal tersebut. 

 

B. Analisis  Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilihan Pimpinan DPR RI Menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

 

Sistem pemilihan pimpinan DPR RI yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang melaui 

                                                           
10

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, Bertanggal 27 maret 2013. 
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sistem paket yaitu dipilih dari dan oleh anggota DPR yang bersifat tetap. 

Setelah fraksi memilih calon paket untuk dijadikan pimpinan, calon paket 

pimpinan tersebut dimusyawarahkan secara mufakat jika mufakat tidak 

tercapai dilakukanlah sistem pemungutan suara terbanyak (voting). Dengan 

munculnya sistem ini mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam tubuh 

institusi lembaga legislatif ini. Dikarenakan ketidak adilan karena hilangnya 

hak-hak konstitusional anggota untuk memilih dan dipilih.  

Ketika hak-hak konstitusional anggota terampas atau ‚terkebiri‛ oleh 

masing-masing partai politik suara maupun pendapat sudah tidak lagi menolong 

kecuali memilih sistem paket untuk memilih pimpinan yang telah ditetapkan 

oleh partainya, maupun koalisi yang terngaung dengan partai tersebut. Nabi 

sendiri memebrikan kebebasan kepada umatnya untuk mengatur usrusannya 

sendiri.  

Dampak besar dari perubahan Pasal 84 Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2014 mengakibatakan salah satu partai mengajukan judicial review  ke 

Maahkamah Konstitusi terkait dengan sistem paket dalam pasal tersebut. 

Secara tidak langsung sistem tersebut membatasi hak konstitusi anggota DPR 

dari Koalisi Merah Putih untuk memilih Koalisi Indonesia Hebat begitu pula 

sebaliknya. 

Dewan Perwakilan Rakyat Sendiri mempunyai kedudukan dalam 

pemerintahan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, 
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anggaran dan pengawasan. Sedangkan tugas dan wewenang mereka adalah 

Pertama, kewenangan legislatif membentuk undang-undang dan menetapkan 

APBN bersama presiden. Kedua, kewenangan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, APBN, dan semua kebijakan pemerintah. Ketiga, 

kewenangan memberi atau menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, 

serta perjanjian dengan negara lain. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang 

itu, DPR dibekali berbagai hak, pertama hak meminta keterangan kepada 

presiden. Kedua, hak penyelidikan. Ketiga, hak mengadakan perubahan atasa 

rancangan undang-undang. Keempat, hak mengajukan pertanyaan pendapat. 

Kelima, hak mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara 

jika sitentukan oleh unandang-undang. Keenam, hak mengajukan rancangan 

undang-undang. Selain itu anggota-anggota DPR secara perseorangan dibekali 

hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, hal keuangan atau administratif.
11

 

Dalam Islam tidak mengenal yang namanya sistem paket dalam pemilihan 

pimpinan. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya dalam memilih pimpinan 

dilakukan dengan cara musyawarah (syura). Musyawarah (syura) ialah saling 

menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat 

mengenai suatu perkara. Dalam islam bermusyawarah itu harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yang diantaranya: persamaan dalam 

hak dan kewajiban, kebebasan dan keadilan. Prinsip yang pertama yang akan 

                                                           
11

 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi, 
Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 135 
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kita jelaskan yaitu prinsip persamaan dalam musyawarah. Dalam kitab suci Al-

Qur’an telah menetapkan suatu prinsip bahwa Islam tidak membedakan 

siapapun dalam mentaati peraturan perundang-undangan ataupun hukum, dan 

tidak lebih tinggi dari yang lain. Apakah itu pemimpin, para penguasa, ataupun 

rakyar jelata sekalipun, tetap menyukai kedudukan yang sama dimuka hukum. 

Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Diantara nilai-nilai 

kemanusiaan mendasar yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar 

kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat adalah ‚keadilan‛. Yang dimaksud 

dengan keadilan adalah memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, 

baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok, atau berbentuk sesuatu, 

dan bernilai, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai 

mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan atau mendzhalimi hak 

orang lain.
12

  

Prinsip yang ketiga aitu prinsip kebebasan. Diantara nilai-nilai 

kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah ‚kebebasan‛ 

yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, 

intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Kebebasan disini meliputi: kebebasan 

beragama, kebebasab berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan sipil dan segala 

bentuk kebebasan yang hakiki.
13

 

                                                           
12

 Yusuf Al-Qardhawy, Anatomi Masyarakat Islam. Penerjemah, Setiawan Budi Utomo, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 128 
13

 Al-Qardhawy, Anatomi Masyarakat Islam, h. 113. 
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Artinya, mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk dan 

sistem musyawarah serta mekanismenya disesuaikan dengan tuntutan zaman 

dan tempat serta kebutuhan mereka. Yang penting dalam pelaksanaan 

musyawarah itu dan prosedur pengambilan keputusannya, mereka tetap 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu kebebasan, keadilan, 

dan persamaan dalam berbicara dalam mengemukakan pendapat.
14

 

Dalam arti kata di dalam Syura atau hukum Islam sangat menjunjung 

tinggi supremasi hukum. Sehingga segala yang diputuskan atau ditetapkan 

dalam Syura dapat bersifat adil. Karena tujuan bermusyawarah atau Syura 

adalah menetapkan keputusan yang dapat di terima oleh semua pihak dan demi 

kemaslahatan bersama. 

Dalam kenyataannya sistem pemilihan pimpinan DPR di Indonesia tidak 

bersifat adil karena dalam tubuh DPR terjadi pro dan kontra dan adanya 

dualism kekuasaan. Sementara itu dalam hal hak dan kewajiban. Hak setiap 

anggota untuk memilih sendiri calonnya, bukan dari keputusan fraksi pun 

terkebiri. Karena anggota hanya bisa memilih calon yang sudah ditetapkan oleh 

masing-masing fraksi. Padahal dalam Islam dalam musyawarah memilih 

pimpinan harus mengedepankan kemaslahatan umat. 

Dalam Islam persoalan sistem pemilihan pemimpin tidak dijelaskan 

secara eksplisit di dalam Nas (Al-Qur’an dan Hadits). Sehingga persoalan 

                                                           
14

 Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan, h. 215-217. 
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sistem pemilihan pemimpin diserahkan kepada para pemangku kepentingan 

kemudian disesuaikan dengan keadaan sosial-politik masyarakat yang 

berkembang. Rasulullah sendiri tidak menentukan siapa yang akan 

menggantiakannya dan bagaimana mekanisme pergantian atau pemilihan 

pemimpin itu dilakukan.
15

 Karena persoalan sistem pemilihan pimpinan DPR 

tidak dijelaskan dalam Islam sehingga dapat dilakukan ijtihad untuk persoalan-

persoalan yang tidak ada landasan hukumnya. Dalam prinsip politik islam itu 

sendiri terdapat nilai-nilai keadilan, kemaslahatan bersama, kebebasan, dan 

kebersamaan. Islam juga mengatur mengenai perundang-undangan yakni 

pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan.   

Dalam Islam Dewan Perwakilan Rakyat disebut dengan ahl al-h}all wa al-

‘aqd. Ahl al hall wa al-‘aqd adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan 

aspirasi rakyat. Kedudukan ahl al-h}all wa al-‘aqd dalam pemerintahan adalah 

sebuah lembaga yang mempunyai tugas danwewenang sendiri tanpa intervensi 

dari Khlifah. Dalam pemerintahan islam ahl al-h}all wa al-‘aqd tidak hanya 

mempunyai tugas bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, 

mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak 

bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan 

melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara 

saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan tata 

                                                           
15

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), 17 
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kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh 

rakyat terhadap pemerintah dan pegusaha untuk mencegah mereka dari 

tindakan pelanggaran satu hak dari hak-hak Allah.
16

 Ahl al-h}all wa al-‘aqd juga 

memgang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan 

mem-bai’at imam, tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.
17

 

Pada masa ke-Khalifahan khalifah Umar ibn Khattab RA istilah yang 

lebih populer adalah ahl–syura.
18

 Istilah ahl–syura> awalnya mengacu kepada 

enam sahabat senior yang ditunjuk Umar RA untuk melakukan musyawarah 

menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti Umar setelah meninggal. 

Memang pada masa Umar, ahl–syura> belum sebuah lembaga yang berdiri 

sendiri. Namun dalam pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan 

perannya sebagai ‛wakil umat‛ dalam menentukan kebijakan negara dan 

pemerintahan. 

Dalam sejarah islam, pembentukan lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd 

pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umaiyahdi Spanyol. Khalifah al-

Hakam II (961-976 M) membentuk majelis al-syura yang beranggotakan 

pembesar-pembesar negara dan sebagaian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan 

anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Majelsis inilah yang 

melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah 
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 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, 80 
17

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana, 2009), 76 
18
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melaksanakan pemerintahan negara.
19

 jadi Bani Umaiyah II di Spayol telah 

menghidupkan kembali lembaga legislatif yang dulunya telah hilang dalam 

sejarah perpolitikan Islam sejak Zaman Muawiyah yang berkuasa di Damaskus. 

Akan tetapi pada masa ini tidak dijelaskan bagaimana sistem pemilihan Ahl al-

hall wa al-‘aqd. 

Namun al-Maududi berpendapat lain bahwa pemilihan ahl al-h}all wa al-

‘aqd  dilakukan dengan cara ujian praktek dan pelaksanaan kerja, yang tak pelak 

lagi menjadi metode alamiah yang handal, jadi sebelum Rasulullah hijrah ke 

Madinah. 

Sedangkan menurut al-Anshari tokoh islam modern dalam memilih ahl al-

h}all wa al-‘aqd dilakukan berbagai cara sebagai berikut: 

a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota 

masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota ahl al-h}all 

wa al-‘aqd sesuai dengan pilihannya. 

b. Pemilihan anggota ahl al-h}all wa al-‘aqd melalui seleksi dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpandang, memiliki 

kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. 

Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota ahl al-h}all wa al-

‘aqd. 
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c. Pemilihan anggota ahl al-h}all wa al-‘aqd melalui pengangkatan langsung 

dari Khalifah. 

Dari ketiga cara tersebut diatas, cara pertamalah yang lebih kecil 

kelemahan dan resikonya. Cara pemilu berkala ini mencerminkan kehendak 

rakyat secara bebas, Demokrasi. Mereka tidak perlu merasa takut untuk 

memilih siapa yang akan mewakilinya, sesuai dengan hati nuraninya. 

Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga rawan timbul penyimpangan 

apalagi diterapkan disebuah wilayah yang luas dan padat penduduknya. 

Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota ahl al-

h}all wa al-‘aqd untuk bersikap kritis dan obyektif terhadap penguasa karena 

memang diangkat oleh penguasa. Dengan demikian posisinya tersubordinasi 

oleh penguasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan ahl al-

h}all wa al-‘aqd oleh penguasa dan bahkan menolak keberadaan ahl al-h}all wa al-

‘aqd ini.
20

 

Dari penjelasan diatas mengenai tugas dan wewenang terdapat kemiripan 

tugas dan wewenag antara DPR RI dengan ahl al-h}all wa al-‘aqd yaitu 

mengurus masalah kenegaraan, membuat dan mengeluarkan undang-undang dan 

tempat konsultasi Presiden/imam. Tetapi ada sisi yang berbeda yaitu kalau 

vmemiliku tugas dan wewenang memilih dan membai’at khalifah/Imam, 

sedangkan DPR tidak memilih dan menyumpah Presiden. 

                                                           
20

 Ibid, 140. 



91 
 

 

Dari penjelasan mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan diatas 

terdapat sisi yang beebeda mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan ahl al-

h}all wa al-‘aqd. Jika dalam pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon 

pimpinan dari setiap fraksi, lalu dimusyawarahkan secara mufakat.Akan tetapi 

jika tidak bisa dimusyawarakan secara mufakat maka dilakukan sistem voting 

dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam islam 

pada masa Rasulullah, khalifah Umar ra. Dan pada masa Bani Umaiyah 

pemilihan ahl al-h}all wa al-‘aqd dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. 

Dalam masa modern pemilihan ahl al-h}all wa al-‘aqd lebih tepat menggunakan 

pemilu secara berkala. 

Namun ada sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut 

yaitu dalam pemilihan pimpinan DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon 

pimpinan. Sedangkan dalam pemilihan ahl al-h}all wa al-‘aqd pada zaman 

dahulu ditunjuk oleh khalifah/imam. 

 


